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ABSTRAK

Analisis Hukum Terhadap Tidak Dicatatkannya Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (Pkwt) Pada Dinas Tenaga Kerja Terhadap Status Pekerja (Studi

Putusan Nomor 68/Pdt.Sus-Phi/2025/Pn.Plg)

MUHAMMAD REZA YUDA PRATAMA. B

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih sering terjadinya pelanggaran terhadap
kewajiban pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada Dinas
Ketenagakerjaan, yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen penting dalam
menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak pekerja.
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah akibat hukum tidak
dicatatkannya PKWT serta bagaimana status pekerja ditentukan dalam kondisi
tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum dari
kelalaian pencatatan PKWT dalam hubungan kerja. Metode yang digunakan
adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan
konseptual. Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah memperkaya kajian
hukum ketenagakerjaan, khususnya terkait pentingnya pencatatan PKWT sebagai
syarat administratif dan substansial, sedangkan secara praktis dapat menjadi
pedoman bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam meningkatkan
kepatuhan terhadap hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak
dicatatkannya PKWT tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga
menimbulkan konsekuensi hukum berupa perubahan status hubungan kerja
menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) demi hukum, sehingga
pekerja memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat, termasuk kepastian
kerja dan pemenuhan hak-hak normatif.

Kata Kunci: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pencatatan PKWT,
status pekerja, akibat hukum, hukum ketenagakerjaan.
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ABSTRACT

A Legal Analysis of Unregistered Fixed-Term Employment Agreements
(PKWT) and Their Impact on Workers’ Employment Status (Case Study of

Decision Number 68/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg)

MUHAMMAD REZA YUDA PRATAMA B

This study is motivated by the frequent violations of the obligation to register
Fixed-Term Employment Agreements (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT)
with the Department of Manpower, which should function as an important
instrument in ensuring legal certainty and protecting workers’ rights. The problem
examined in this research is the legal consequences of failing to register PKWT
and how workers’ employment status is determined under such conditions. This
study aims to analyze the legal implications of the failure to fulfill the registration
requirement of PKWT in employment relationships. The research employs a
normative legal method with statutory and conceptual approaches. Theoretically,
this study contributes to the development of labor law, particularly regarding the
importance of PKWT registration as both an administrative and substantive
requirement, while practically it serves as a reference for the government,
employers, and workers in improving legal compliance. The results show that the
failure to register PKWT does not only result in administrative consequences but
also leads to substantive legal implications, namely the automatic conversion of
the employment status into an Indefinite-Term Employment Agreement
(PKWTT), thereby granting workers stronger legal protection, including job
security and the fulfillment of their normative rights.

Keywords: Fixed-Term Employment Agreement (PKWT), PKWT registration,
employment status, legal consequences, labor law.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam hidup ini manusia memiliki berbagai kebutuhan, dan agar bisa

memenuhi semua kebutuhan itu, manusia harus bekerja.1 Apakah bekerja sendiri

atau bekerja untuk orang lain, hubungan antara pekerja dan hukum

ketenagakerjaan ialah bagian penting dari sistem hukum sebuah negara.

Tujuannya adalah melindungi hak pekerja serta menciptakan hubungan yang

setara antara pekerja dan pengusaha. Selain itu, hukum ketenagakerjaan juga

berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan politik sebuah

negara.2 Relasi antara pengusaha dan pekerja adalah ketika karyawan mau bekerja

bagi pengusaha agar menerima upah, sedangkan pengusaha juga bersedia

membayar upah sesuai dengan tugas yang dikerjakan. Hubungan kerja terbentuk

sebagai akibat dari adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja, dan

perjanjian tersebut bisa dibuat secara tertulis maupun lisan.3

Pertumbuhan populasi di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat memiliki

akses pendidikan yang tidak merata. Hal ini menyebabkan ketika tenaga kerja

memasuki dunia kerja, mereka sering mengalami pemutusan hubungan kerja

(PHK). Pekerja dengan pendidikan rendah seringkali tidak memahami hak-hak

mereka, sementara pengusaha cenderung menggunakan hal mini sebagai alasan

untuk melakukan PHK dengan gaji rendah namun eksploitasi terhadap tenaga

1 Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016).
2 Santoso et al., “Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan, Upaya Meningkatkan

Kesejahteraan Pekerja,” Ikamakum 3, no. 1 (2023).
3 Teo Titanio Marc Peter dan Devi Rahayu, “Akibat Hukum Dari Perjanjian Kerja Waktu

Tertentu (PKWT) Yang Tidak Dicatatkan Oleh PT. X Surabaya,” Inicio Legis 1, no. 1 (2020).
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kerja yang tinggi. Pengusaha kadang mencari kesalahan yang dilakukan

karyawan sebagai alasan untuk mengakhiri hubungan kerja mereka.4 PHK adalah

suatu kondisi di mana pekerja berhenti bekerja dari perusahaan. Pemutusan kerja

ini bedasarkan ketentuan pasal 1 angka (25) Undang-undang No. 13 Tahun 20035

adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu mengakibatkan

berakhirnya hal dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha.6

Perjanjian kerja merupakan dasar timbulnya hubungan hukum antara pekerja

dan pengusaha dalam hubungan ketenagakerjaan. Sebagai suatu perjanjian,

perjanjian kerja harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang meliputi kesepakatan

para pihak, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Praktik

ketenagakerjaan di Indonesia, salah satu bentuk perjanjian kerja yang sering

digunakan adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yaitu perjanjian

kerja yang dibuat untuk jangka waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu yang

bersifat sementara. Namun dalam pelaksanaannya, penerapan PKWT masih sering

menimbulkan berbagai permasalahan hukum apabila tidak dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama terkait

dengan kedudukan dan pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja dan

pengusaha.7

4 Universitas Lancang and Kuning Pekanbaru, “Fakultas Hukum Universitas Lancang
Kuning Pekanbaru 2020,” 2020.

5 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003” (2003).
6 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi (Jakarta: Sina Grafika, 2016).
7 Nofa Taufani Warda, Fathullah Rusly, and Vita Firdausiyah, “AS- SYAR ’ I : Jurnal

Bimbingan & Konseling Keluarga AS- SYAR ’ I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga,” AS-
SYAR ’ I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga 6, no. 1 (2024): 2221–31,
https://doi.org/10.47476/assyari.v6i4.6307.
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Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) merupakan bentuk perjanjian kerja

yang berlaku selama jangka waktu tertentu atau untuk keperluan pekerjaan

sementara. Namun dalam penerapannya, penggunaan PKWT masih sering

menyebabkan berbagai masalah hukum jika tidak dilakukan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama terkait dengan posisi dan

pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha.¹Dalam hukum

ketenagakerjaan Indonesia, hubungan kerja tidak hanya dilandasi asas kebebasan

berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata8 yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.9 Perjanjian-

perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat, atau karena

alasan yang dibuat undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.10 Salah satu jenis

perjanjian kerja yang dibincangkan secara khusus adalah Perjanjian Kerja Waktu

Tertentu (PKWT), yaitu perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja yang

berlaku untuk jangka waktu tertentu atau untuk tugas yang bersifat sementara.11

PKWT pada dasarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja

sementara tanpa mengurangi hak normatif pekerja, namun dalam praktiknya kerap

8 Renata Christha Auli, “Asas-asas dalam Pasal 1338 KUH Perdata,” Hukumonline.com,
2023,https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-dalam-pasal-1338-kuh-perdata-
lt6572e2d46785c/. Diakses 28 Oktober 2025. 01.17 Wib

9 I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
10 Khalisah hayatuddin Muhammad Sadi, Fauziah, KAPITA SELEKTA HUKUM

PERDATA (Jakarta: K E N C A N A, 2024).
11 Fithriatus Shalihah, “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Dalam Hubungan Kerja

Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif Ham” 01 (2017).
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disalahgunakan oleh pengusaha sebagai upaya untuk menghindari tanggung jawab

hukum terhadap pekerja.12

Peraturan mengenai PKWT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35

Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan

Pemutusan Hubungan Kerja. Salah satu kewajiban penting bagi pengusaha adalah

melakukan pencatatan PKWT kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat

paling lama tiga hari kerja setelah perjanjian ditandatangani. Kewajiban

pencatatan ini memiliki fungsi hukum ganda, yakni sebagai bentuk pengawasan

negara terhadap pelaksanaan hubungan kerja, dan sebagai jaminan perlindungan

hukum terhadap pekerja. Jika pencatatan tidak dilakukan, maka berdasarkan Pasal

15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, PKWT tersebut berubah

demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau

hubungan kerja tetap.

Fenomena tidak dicatatkannya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

masih sering terjadi dalam praktik hubungan industrial di Indonesia. Penelitian

sebelumnya umumnya lebih menitikberatkan pada syarat sah perjanjian kerja dan

pengaturan PKWT dalam peraturan ketenagakerjaan, namun kajian yang secara

khusus menganalisis implikasi hukum dari tidak dilakukannya pencatatan PKWT

terhadap keabsahan dan status perjanjian kerja masih relatif terbatas. Kondisi

tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian mengenai bagaimana

kewajiban pencatatan PKWT memengaruhi keabsahan dan status perjanjian kerja

dalam praktik peradilan hubungan industrial, sehingga diperlukan penelitian lebih

12 rizka Amelia Azis Et Al., “Penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( Pkwt )
Terhadap Pekerja Outsourcing Pasca Putusan Mk No . 27 / Puu-Ix / 2011,” no. 27 (2016).
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lanjut untuk menganalisis akibat hukum tidak dicatatkannya PKWT terhadap

kedudukan dan perubahan status perjanjian kerja dalam sistem hukum

ketenagakerjaan.13

Kajian tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hingga kini lebih

banyak fokus pada isu-isu pokok dalam kontrak kerja serta kesesuaian dengan

jenis pekerjaan yang dijalani, tetapi belum banyak membahas aspek administratif

terkait pencatatan PKWT di Dinas Ketenagakerjaan sebagai bagian dari

pembuktian hukum hubungan kerja. Padahal, menurut Peraturan Pemerintah

Nomor 35 Tahun 2021, tugas untuk mencatat PKWT merupakan bagian penting

dalam memastikan perlindungan hukum bagi pekerja serta menghindari

penggunaan hubungan kerja kontrak yang terus diperpanjang secara tidak

semestinya. Kesenjangan dalam penelitian ini terjadi karena masih sedikit

penelitian yang secara mendalam menganalisis dampak hukum dari kelalaian

dalam pencatatan PKWT terhadap perubahan status pekerja menjadi PKWTT,

terutama dalam menghubungkannya dengan praktik hukum yang sedang berlaku.

Namun dalam praktiknya, masih banyak ditemukan kasus di mana pengusaha

tidak melakukan pencatatan PKWT sebagaimana diwajibkan oleh peraturan

perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini menimbulkan

konsekuensi hukum yang signifikan, yaitu perubahan status hubungan kerja dari

PKWT menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) secara otomatis

atau demi hukum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35

Tahun 2021.

13 Direktori Putusan et al., “PUTUSAN Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg,” 2025.



6

Permasalahan ini menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan praktik

peradilan, khususnya dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Salah

satu contohnya dapat dilihat dalam Putusan Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg,

di mana majelis hakim menilai bahwa tidak dicatatkannya PKWT berimplikasi

pada perubahan status pekerja menjadi PKWTT. Putusan tersebut menunjukkan

bahwa kewajiban administratif berupa pencatatan PKWT memiliki konsekuensi

hukum yang bersifat substantif terhadap status hubungan kerja.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa masih terdapat kesenjangan

antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan, khususnya

terkait kewajiban pencatatan PKWT dan akibat hukumnya terhadap status pekerja.

Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum yang lebih mendalam mengenai akibat

hukum tidak dicatatkannya PKWT serta bagaimana pertimbangan hakim dalam

menentukan status pekerja dalam putusan pengadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang,

berikut adalah permasalahan yang akan dibahas:

a) Akibat hukum tidak dicatatkannya perjanjian kerja waktu tertetu di

dinas tenaga kerja apabila isi perjanjian tidak dipatuhi oleh salah satu

pihak.

b) Bagaimana pertimbangan hukum Majelis dalam Putusan No.

68/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg menilai status pekerja ketika PKWT tidak

dicatatkan?
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C. Ruang Lingkup

Penelitian ini secara substansial mengkaji akibat hukum dari tidak

dilakukannya pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada Dinas

Tenaga Kerja terhadap keabsahan serta kedudukan perjanjian kerja antara pekerja

dan pengusaha. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis bagaimana ketentuan

hukum yang berlaku mengatur konsekuensi hukum apabila PKWT tidak

memenuhi kewajiban administratif berupa pencatatan sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu

Tertentu, termasuk implikasinya terhadap perubahan bentuk perjanjian kerja dari

PKWT menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dalam praktik

hukum ketenagakerjaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian pada permasalahan sebelumnya, Adapun tujuan

yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

a) Untuk menganalisis Apa akibat hukum tidak dicatatkannya perjanjian

kerja waktu tertetu di dinas tenaga kerja apabila isi perjanjian tidak

dipatuhi oleh salah satu pihak.

b) Untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis dalam Putusan No.

68/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg menilai status pekerja ketika PKWT tidak

dicatatkan.

2. Manfaat Penelitian
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Penulis berharap dapat memberikan manfaat baik bagi penelitian itu

sendiri maupun bagi masyarakat secara umum. Semakin besar manfaat

yang diperoleh menunjukkan nilai dan kualitas dari penelitian ini.

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

a) Manfaat Teoritis

Penelitian tentang dampak hukum ketika Perjanjian Kerja Waktu

Tertentu (PKWT) tidak tercatat di Dinas Ketenagakerjaan terhadap

status pekerja memberikan manfaat besar dalam perkembangan ilmu

hukum, terutama di bidang hukum ketenagakerjaan dan hukum

perdata. Penelitian ini membantu memperjelas peran penting dari

pencatatan PKWT, bukan hanya sebagai prosedur administratif biasa,

tetapi juga sebagai bagian penting yang menentukan sah tidaknya

hubungan kerja. Dengan menganalisis secara normatif Pasal 14

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun, penelitian ini menegaskan

bahwa ketidaktertarikan terhadap kewajiban administratif bisa

menyebabkan status hukum pekerja secara otomatis berubah dari

PKWT menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

b) Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini membahas dampak hukum dari tidak

dicatatnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Dinas

Ketenagakerjaan terhadap status pekerja, yang memiliki manfaat

penting bagi berbagai pihak dalam hubungan industrial. Hasil

penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan untuk mengevaluasi dan



9

mengacu dalam meningkatkan fungsi pengawasan serta penerapan

hukum ketenagakerjaan, terutama dalam mengimplementasikan Pasal

14 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Tentang pencatatan

PKWT bukan sekadar urusan administrasi belaka, pemerintah dapat

memperbaiki sistem pengawasan dan mendorong perusahaan untuk

mematuhi aturan administratif sebagai bentuk perlindungan hukum

bagi pekerja.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan gagasan, teori, dan pemikiran yang

digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan, menganalisis, dan memahami suatu

masalah penelitian. Tujuannya adalah menjadi pedoman berpikir yang

menghubungkan teori-teori yang sudah ada dengan pokok penelitian, serta

memberikan penjelasan yang jelas dan batasan terhadap istilah-istilah yang

relevan dengan topik yang dibahas.

a) Akibat Hukum

Akibat hukum adalah semua hasil yang terjadi karena tindakan hukum

yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, atau hasil lain

yang timbul akibat kejadian tertentu yang sudah ditentukan atau dianggap

sebagai hukum. Akibat ini juga bisa terjadi karena tindakan yang

dilakukan seseorang untuk mencapai hasil yang diinginkan, yang

sekaligus diatur oleh hukum.14

b) Perjanjian Kerja

14 M.H Muhamad Sadi Is, S.H.I., PENGANTAR ILMU HUKUM, ed. M.H. Wirano, S.H.,
Edisi Pert (PRENADAMEDIA GROUP, 2019).
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Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah jenis perjanjian kerja yang

disepakati antara pekerja dan pemilik usaha dengan durasi tertentu sesuai

dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Tujuan dari PKWT adalah

memberikan kejelasan dalam hubungan kerja sementara. Perjanjian ini

harus dibuat secara tertulis dan memenuhi syarat administratif dengan

mencatatkan di Dinas Ketenagakerjaan. Proses pencatatan ini bertujuan

untuk memastikan pengawasan dan menjaga kepastian hukum, sehingga

pekerja tetap memiliki hak-haknya secara normatif bila terjadi

pelanggaran dalam hubungan kerja.15

c) Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker)

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) adalah lembaga pemerintah daerah

yang bertugas mengatur, membina, dan mengawasi segala hal terkait

tenaga kerja di wilayahnya. Tugas ini tidak hanya untuk meningkatkan

produktivitas ekonomi, tetapi juga untuk mewujudkan kesejahteraan

rakyat dan menjaga kestabilan sosial di masyarakat.16

d) Status Pekerja

Status pekerja menggambarkan kedudukan hukum seseorang dalam

hubungan kerja apakah sebagai pekerja kontrak atau pekerja tetap yang

kemudian menentukan hak dan kewajiban yang berlaku. Ketika suatu

hubungan kerja dibuat melalui kontrak sementara namun tidak

15 Bayu Fajar Satriabayufjrs@gmail.comUniversitas Airlangga, “Kewajiban Perusahaan
Untuk Mencatatkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Dinas Ketenagakerjaan” 3, no. 3
(2020): 305–26, https://doi.org/10.20473/ntr.v3i3.22838.

16 Admin disnaker, “Dinas Tenaga Kerja dan Perannya dalam Meningkatkan Kualitas
Sumber Daya Manusia,” Pemerintah Kabupaten Buleleng, 2025,
https://disnaker.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/71_dinas-tenaga-kerja-dan-perannya-
dalam-meningkatkan-kualitas-sumber-daya-manusia#:~:text=Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)
merupakan,aspek ketenagakerjaan di wilayah kerjanya, Diakses 5 November 2025. 01.37 Wib
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dilaksanakan sesuai persyaratan administratif, misalnya pencatatan yang

tidak dilakukan, maka status pekerja dapat berubah menjadi pekerja tetap

demi hukum untuk melindungi hak-haknya. Hal ini terjadi guna

memastikan pekerja tidak dirugikan karena kelalaian formal oleh

pengusaha.17

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Ini adalah hasil penelitian sebelumnya bisa dijadikan acuan dalam skripsi

ini. Berikut ini hasil dari Review studi yang telah dilakukan sebelumnya :

17 Nabiyla Risfa Izzati, Fakultas Hukum, Dan Universitas Gadjah, “Eksistensi Yuridis
Dan Empiris Hubungan Kerja Non-Standar Dalam Hukum Ketenagakerjaan,” no. 3 (2021).

18 Chika Agishintya dan Siti Hajati Hoesin, “Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu ( PKWT ) Yang Tidak Dicatatkan” 12, no. 1 (2022).

No Judul dan Tahun Nama Penelitian Hasil Penelitian
1 Akibat Hukum

Terhadap Perjanjian
Kerja Waktu
Tertentu (PKWT)
Yang Tidak
Dicatatkan

Chika Agishintya,
Siti Hajati Hoesini

Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa
PKWT yang tidak dicatat
dapat dianggap batal
demi hukum dan secara
otomatis pekerja
berstatus PKWTT,
sehingga berhak atas
hak-hak normatif,
termasuk pesangon dan
uang penghargaan atas
masa kerja, dan cuti
tahunan. Penelitian ini
menekankan pentingnya
pencatatan PKWT
sebagai dasar kepastian
hukum antara pekerja
dan perusahaan.18
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Table 1.1 Review Studi Terdahulu

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus

kajian yang diangkat. Penelitian terdahulu lebih menekankan pada perlindungan

hak pekerja yang diberhentikan sebelum berakhirnya masa perjanjian kerja,

19 Equino Mikael Makadolang, Ronny Adrie Maramis, dan Lendy Siar, “Perlindungan
Hukum Terhadap Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Yang Di Berhentikan
Sebelum Waktunya,” Lex Privatum 13, no. 3 (2024).

20 Ahmad Jaya Kusuma dan Edith Ratna M S, “Kedudukan Hukum Pekerja PKWT yang
Tidak Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan,” Notarius 13, no. 1 (2012).

2 Perlindungan
Hukum Terhadap
Pekerja Pada
Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu
(PKWT) Yang Di
Berhentikan
Sebelum Waktunya

Equino Mikael
Makadolang, Ronny
Adrie Maramis, dan
Lendy Siar

Mengenai penelitian ini
menegaskan bahwa
memenuhi hak-hak dasar
setiap pekerja merupakan
tanggung jawab pemberi
kerja dan diawasi oleh
pemerintah melalui
regulasi dan pengawasan.
Secara khusus,
pemberian hak pekerja
PKWT yang
diberhentikan sebelum
masa kontrak berakhir
dapat dijamin dan
dilindungi oleh
pemerintah.19

3 Kedudukan Hukun
Pekerja PKWT yang
Tidak Sesuai dengan
Ketentuan Undang-
Undang
Ketenagakerjaan

Ahmad Jaya
Kusuma,Edith Ratna

Penelitian ini
menyimpulkan bahwa
jika pengusaha tidak
mencatatkan PKWT,
maka status karyawan
dapat berubah menjadi
karyawan tetap sebagai
bentuk perlindungan
hukum untuk
menciptakan hubungan
kerja yang adil, pasti, dan
sesuai peraturan
perundang-undangan.20
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khususnya dalam konteks pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja dan

pengusaha. Sementara itu, penelitian ini akan menitikberatkan pada akibat hukum

tidak dicatatkannya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada Dinas

Ketenagakerjaan (Disnaker) terhadap status hukum pekerja secara keseluruhan,

yang berimplikasi pada keabsahan dan kekuatan mengikat perjanjian kerja

tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bagaimana tidak dicatatkannya

perjanjian kerja tersebut mempengaruhi kepastian hukum dalam hubungan kerja,

termasuk perubahan status perjanjian dari PKWT menjadi Perjanjian Kerja Waktu

Tidak Tertentu (PKWTT). Fokus penelitian ini mencakup kepastian hukum bagi

pekerja PKWT, pemenuhan hak-hak normatif yang timbul dari perjanjian kerja,

serta implikasi hukum bagi pengusaha berdasarkan putusan-putusan terbaru

Pengadilan Hubungan Industrial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi normatif dan praktis yang lebih komprehensif dalam pengembangan

hukum perjanjian kerja di bidang ketenagakerjaan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif. Yang

berfokus pada kajian peraturan peraturan-perundangan serta prinsip-

prinsip hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.21 Metode

ini mengkaji norma hukum yang berlaku (seperti Peraturan Pemerintah

Nomor 35 Tahun 2021) serta doktrin hukum yang berkaitan dengan akibat

21 Prasetijo Rijadi Jonaedi Efendi, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: K E N C A N A,
2023).
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hukum tidak dicatatkannya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

terhadap status pekerja. Penelitian ini juga diperkuat dengan studi kasus

terhadap Putusan No1mor 68/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Palembang.

2. Sumber data

a. Bahan Hukum Primer:

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja

Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan

Pemutusan Hubungan Kerja, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial

(PHI) Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Palembang, Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1338,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (dan

peraturan turunannya yang relevan).

b. Bahan Hukum Skunder:

Yaitu literatur ilmiah yang terdiri atas buku-buku hukum

ketenagakerjaan, jurnal akademis, artikel penelitian, dan tulisan para

ahli hukum yang relevan dengan topik PKWT, pencatatan PKWT,

akibat hukum, dan hubungan industrial.

c. Bahan Tersier:

Seperti buku hukum, ensiklopedia, atau sumber informasi dari internet

yang terpercaya, digunakan untuk menjelaskan lebih lanjut materi

hukum primer dan sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data
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Pada penelitian ini, pengumpulan data yang telah dilaksanakan dengan

menggunakan metode studi kepustakaan (Library Research) dan

Dokumentasi. Seluruh bahan hukum dikaji dengan cara menelusuri,

membaca, dan menganalisis dokumen peraturan perundang-undangan,

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial, dan literatur akademis yang

berkaitan dengan objek penelitian (PKWT dan pencatatannya).

4. Analisi Data

Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif yang menggunakan

pendekatan deskriptif-analitis, karena penelitian berfokus pada pemaknaan

norma-norma hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta

aspek hukum perjanjian, khususnya perjanjian kerja seperti Perjanjian

Kerja Waktu Tertentu (PKWT), termasuk pertimbangan hakim dalam

putusan pengadilan dan bukan berdasarkan data statistik. Proses analisis

dilakukan dengan mengkaji dan menghubungkan berbagai sumber hukum

yang relevan, baik dalam hukum perjanjian maupun hukum

ketenagakerjaan, dengan menitikberatkan pada keterkaitan antara

peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas-asas perjanjian, serta

fakta hukum yang muncul dalam kasus yang diteliti. Pendekatan ini

memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara mendalam akibat

hukum dari tidak dicatatkannya PKWT di Dinas Ketenagakerjaan terhadap

status hukum pekerja, khususnya terkait keabsahan dan kekuatan mengikat

perjanjian kerja, serta implikasinya terhadap hak-hak pekerja dan

kewajiban pengusaha, sehingga hasil penelitian dapat disimpulkan secara
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normatif dan komprehensif guna memberikan kontribusi yang jelas dalam

pengembangan hukum perjanjian kerja di bidang ketenagakerjaan.

H. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan skripsi ini disusun secara sistematis dan terbagi ke dalam

empat bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, pernyataan

masalah, tujuan penelitian, pengertian dan kerangka konseptual,

tinjauan artikel penelitian sebelumnya yang berkaitan, metode

penelitian yang digunakan, serta bagan struktur penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menyajikan pembahasan tentang pengertian dan karakteristik

PKWT dan PKWTT, landasan hukum di Indonesia terkait pencatatan

PKWT di Dinas Ketenagakerjaan, serta akibat hukum yang timbul

bagi pekerja dan perusahaan apabila PKWT tidak dicatatkan.

BAB III Pembahasan

Bab ini membahas hasil penelitian, yaitu mengenai akibat hukum yang

dialami pekerja dan pengusaha bila tidak mencatatkan PKWT.

Terutama terkait dengan hak normatif seperti upah proses, pesangon,

penghargaan atas masa kerja, serta penggantian hak. Dan juga

membahas kewajiban perusahaan dan bagaimana pertimbangan

hukum yang dilakukan oleh Majelis dalam putusan No. 68/Pdt.Sus-
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PHI/2025/PN.Plg menilai status pekerja ketika PKWT tidak

dicatatkan.

BAB IV Penutup

Bab ini membuat rangkuman hasil dari penelitian yang telah

dilakukan dan memberikan rekomendasi bagi pekerja, pengusaha,

dan pihak terkait (misal Dinas Ketenagakerjaan atau lembaga

hukum), berdasarkan temuan penelitian dan analisis hukum yang

telah dilakukan.
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